Menimbang:

Mengingat:

PERATURAN DAERAH PROVINS! JAWA BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

bahwa dalam pelaksanaan pembangunan di Jawa
Barat, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang
strategis sebagai subjek dalam mencapai tujuan
pembangunan;

bahwa pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk
meningkatkan kualitas tenaga kerja yang mampu bersaing
menghadapi globalisasi menuju masyarakat Jawa Barat yang
mandiri;

bahwa untuk mewadahi pembangunan ketenagakerjaan di
Jawa Barat secara menyeluruh dan menjadi pedoman bagi
seluruh komponen dan para pelaku ketenagakerjaan di Jawa
Barat perlu pengaturan ketenagakerjaan secara komprehensif
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf
c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat
tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4
Juli 1950} Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29
Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Daerah khusus
Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000
tentang Pembentukan Daerah Banten (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970

Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2918);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor
Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik 'ndonesia Nomor 3474);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang
Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997

Nomor 9, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia
Nomor 3702):

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO
Convention No. 182 Concerning The Prohibition And Immediate
Action For The Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour
(Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan
Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk
Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 394 1);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat
Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor
131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3989);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4235);

Undang-Undang Nomor 1.3 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4279);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4356);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);
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Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan
dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4456);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan
Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi
Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan
Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4408);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem
Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4637);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata
Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan
Serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 34, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4701);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian  Urusan  Pemerintahan antara  Pemerintah,
Pemerintahan Daecrah, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi
Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang
Perluasan Kesempatan Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5413);
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Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 tentang Wajib Lapor
Lowongan Pekerjaan di Perusahaan;

Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Daerah Jawa Barat (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012
tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2012
tentang Pencegahan dan Penanggulangan Human
Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquircd Immune Deficiency
Syndrome (AIDS) (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2012 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Barat Nomor 126);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2013
tentang Pedoman Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia Asal Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2013 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 144);

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan
GUBERNUR JAWA BARAT
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KETENAGAKERJAAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2
3.

Daerah adalah Daerah Jawa Barat
Gubenur adalah Gubenur Jawa Barat.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi
Jawa Barat.

Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah
Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
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Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Jawa Barat.

Lembaga Kerjasama Tripartit selanjutnya disebut LKS Tripartit
adalah  forum  komunikasi, konsultasi, dan  musyawarah
tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri
dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat
buruh, dan Pemerintah Daerah.

Perusahaan adalah:

a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik
orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan
hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang
mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau
imbalan dalam bentuk lain;

b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai
pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar
upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Perusahaan Pemberi Pekerjaan adalah perusahaan yang
menyerahkan sebagian pelaksanaanya kepada perusahaan
penerima pemborongan atau perusahaan penyedia jasa
pekerja/buruh.

Perusahaan Penerima Pemborongan adalah perusahaan yang
berbentuk badan hukum yang memenuhi syarat untuk
menerima pelaksanaan sebagian pekerjaan dari perusahaan
pemberi pekerjaan lintas kabupaten/kota di Jawa Barat.

Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh yang selanjutnya
disingkat PPJP  adalah perusahaan berbentuk perseroan
terbatas (PT) yang memenuhi syarat untuk melaksanakan
kegiatan jasa penunjang tertentu perusahaan pemberi
pekerjaan.

Pengusaha adalah:

a. orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang
menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;

b. orang perorangan, persekutuan, atau badan hukum yang
secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan
miliknya; dan

c. orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang
berada di indonesia mewakili perusahaan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang berkedudukan
di luar wilayah Indonesia.

Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara
tertulis oleh pengusaha vang memuat syarat-syarat kerja
dan tata tertib perusahaan.

Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang
dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja/buruh baik di
perusahaan  maupun diluar perusahaan, yang  bersifat
bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab
guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan
kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan
kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.



